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ABSTRAK

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. LSM memiliki karakteristik berbeda
dibandingkan dengan organisasi bisnis, perbedaan utama dan mendasar terletak pada
cara LSM memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai
aktivitasnya. LSM memperoleh sumber dana dari sumbangan para penyumbang yang
tidak mengharapkan pembayaran kembali, pengembalian manfaat ekonomi yang
sebanding, atau imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan
sebuah perusahaan, LSM pun juga memerlukan dana untuk menggerakkan lembaga
yang dikelolanya. Dana itu bisa berasal dari donatur perorangan, perusahaan,
lembaga sosial, pemerintah, maupun dari penghasilan yang didapat atas penjualan
barang atau jasa

Dalam kegiatan menghimpun dana LSM dikenal dengan istilah fundraising.
Fundraising adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang ada,
baik itu dari luar maupun dari dalam. Makanya fundraising merupakan tulang
punggung sebuah organisasi LSM. Namun banyak bukti mengidentifikasikan bahwa
sebagian besar LSM sekarang belum maksimal dalam melakukan fundraising sehingga
berdampak pada kurangnya ketersediaan dana dalam membiayai aktivitas program
dan operasional organisasi. Maka untuk itu diperlukan suatu usaha untuk
mendapatkan hasil yang maksimal, fundraising membutuhkan strategi dan pendekatan
yang tepat dalam pelaksanaannya.

.
Kata Kunci : LSM, fundraising, Keberlanjutan, Pendanaan

I. PENDAHULUAN
Masalah pendanaan berperan penting bagi LSM. Dana di antaranya digunakan

untuk kebutuhan kegiatan aksi, operasional, gaji, dan lainnya. Oleh sebab itu, LSM

selalu menempatkan pendanaan sebagai bagian utama dari eksistensi lembaga, dan juga

sebagai keberlangsungan perjalanan aktivitas LSM. Meningkatnya kebutuhan LSM dan

pengalaman LSM untuk memiliki pendanaan mandiri, kebutuhan LSM yang dimaksud

adalah kebutuhan keuangan yang semakin besar karena meningkatnya aktivitas LSM,

kebutuhan tersebut perlu di penuhi oleh LSM untuk bisa eksis dan menjadi lembaga

yang representative bagi anggota dan masyarakat (Assa’di, Dharmawan dan

Adiwibowo, 2009:240).
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Berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dana untuk membiayai program dan

kegiatan operasional LSM ini, berkembang wacana fundraising di kalangan LSM.

Wacana Fundraising ini kemudian menjadi kebutuhan banyak LSM. Fundraising dapat

diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya

dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah)

yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga

sehingga mencapai tujuan. Kegiatan fundraising saat ini harus ditangani dengan sangat

serius oleh setiap LSM yang mengandalkan berjalannya program dan operasional

lembaga dari dana masyarakat. Fundraising akan sangat mempengaruhi maju

mundurnya LSM. Ketika dana yang dihimpun dari masyarakat semakin menipis,

bahkan akhirnya habis, eksistensi lembaga juga dalam posisi terancam (Juwaini,

2005:4).

Namun banyak bukti mengidentifikasikan bahwa sebagian besar LSM

sekarang belum maksimal dalam melakukan fundraising sehingga berdampak pada

kurangnya ketersediaan dana dalam membiayai aktivitas program dan operasional

organisasi, oleh karena itu paper ini ditujukan untuk mendiskusikan fundraising LSM,

sehingga bisa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya fundraising bagi LSM

dalam mendukung pendanaan organisasi melalui pendekatan literature review.

Pembahasan paper ini meliputi pendahuluan, pengertian dan perkembangan

LSM di Indonesia, peraturan pemerintah tentang LSM, karakteristik dan sumber dana

LSM, pengertian, tujuan dan pentingnya fundraising LSM, fenomena fundraising

LSM dan peranan trust dan financial reporting terhadap peningkatan fundraising.

II. KAJIAN LETERATUR

2.1 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN LSM INDONESIA

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering disebut dengan nama lain, yaitu

Non-Governmental Organization (NGO), organisasi nonpemerintah (Ornop),

organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi nirlaba, dan nonprofit organization

(NPO). Namun dalam penulisan ini, istilah yang digunakan hanya LSM.

Menurut Praja (2009:28), LSM merupakan salah satu organisasi/lembaga yang

dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
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atas kehendak sendiri dan minat yang besar. Lembaga ini menitikberatkan kegiatan

kepada pengabdian secara swadaya. Ia bergerak di bidang kegiatan tertentu yang

ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah

organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara

sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan

memperoleh keuntungan. Jadi, pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa

adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, LSM

juga berdiri di atas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena LSM hidup dan berkembang

di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam

Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan LSM dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Purnomo, 2009:2).

Ada banyak pengertian LSM yang dikemukakan para ahli. Menurut

ensiklopedia online Wikipedia (2012), LSM merupakan organisasi nonpemerintah

disingkat Ornop. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi

ataupun negara. Maka secara garis besar, organisasi nonpemerintah dapat dilihat

dengan ciri (1) organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara;

(2) dalam melakukan kegiatan, tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan

(nirlaba); dan (3) kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya

untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi

profesi.

Selanjutnya, menurut Alamin (2010:1) LSM, adalah “sebuah organisasi yang

didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela

memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh

keuntungan dari kegiatan tersebut”. Hal senada tentang pengertian LSM juga

dikemukakan Praja (2009:28), yaitu “sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan

ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada

masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa LSM adalah sebuah organisasi

yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dan juga merupakan suatu
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organisasi di luar pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang dalam melakukan

kegiatan tidak bertujuan untuk bisnis atau memperoleh keuntungan (nirlaba) serta

kegiatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum.

LSM di Indonesia sebenarnya mulai dikenal sejak 1970 pada zaman pemerintahan

Soeharto, tetapi ruang partisipasi LSM dalam pembangunan, dan kegiatan

sosial-ekonomi sangatlah kurang. Akibatnya, tidak heran ketika pertumbuhan ekonomi,

masih banyak dan berkembangnya masyarakat miskin di Indonesia. LSM hanya

dijadikan sebagai penyedia komplementer atau sebagai agen program pemerintah yang

tidak bisa mencapai strata terendah masyarakat, yang program dan kegiatannya

mencakup pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi air bersih, keluarga berencana,

pendidikan nonformal, teknologi terapan, kredit mikro, usaha kecil, usaha sektor

informal bersama, koperasi, dan lain-lain (Putra, 2012:2).

Formalisasi kemudian dilakukan pemerintah terhadap LSM melalui UU. No. 4

tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian diatur

pula dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang keormasan, dan Inmendagri No. 8 tahun

1990). Pada pasal 19 UU No. 4 tahun 1982 disebutkan LSM berperan sebagai

penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan dalam penjelasannya LSM

mencakup antara lain: sebagai kelompok profesi yang berdasarkan profesinya

tergerak menangani masalah lingkungan. Kemudian kelompok hobi yang mencintai

kehidupan alam terdorong untuk melestarikannya, dan yang terakhir adalah

kelompok minat yang berminat membuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan

hidup. Batasan, fungsi, dan peran LSM dibandingkan dengan pengertian aslinya (dalam

arti NGO) menjadi tereduksi (Anwar, 2008:3).

Kemudian istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri

Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh

Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari

Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya

adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau

kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan

oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada
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pengabdian secara swadaya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

secara umum organisasi nonpemerintah di Indonesia berbentuk yayasan (Purnomo,

2009:3).

2.2 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LSM

Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum untuk LSM yaitu foundations

(yayasan) dan associations (perkumpulan). Yayasan pertama kali diakui sebagai badan

hukum selama era kolonial Belanda (1870) sebagai non-keanggotaan organisasi.

Yayasan sebagian besar didirikan berdasarkan sistem hukum Eropa.Selama

bertahun-tahun, semua bentuk yayasan hanyalah didasarkan pada norma-norma sosial

dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bentuk yayasan yang sebenarnya berasal dari

perjanjian dan aspirasi pendiri saja dan kemudian berkembang menjadi praktik hukum.

Tujuan dan kesepakatan untuk mendirikan yayasan yang kemudian disahkan oleh

tindakan notaris, terdaftar di kabupaten pengadilan dan diumumkan dalam berita

negara (Putra, 2012:3).

Persoalan badan hukum bagi LSM semakin krusial dengan diberlakukannya

UU No. 16/2001 tentang yayasan. Pada umumnya, barangkali 99% LSM di Indonesia

berbadan hukum yayasan, hingga harus tunduk pada UU tersebut. Bagi sebagian

aktivis LSM, hal ini menjadi masalah karena UU ini dinyatakan akan menimbulkan

intervensi pemerintah dalam berbagai hal. Maka, pilihannya adalah antara menerima

UU ini dan menyesuaikan dengannya, mencoba mengubahnya hingga potensi

pemerintah mengintervensi LSM diperkecil. Pilihan lain adalah menghindarinya

dengan cara mencari badan hukum lain (Saidi, 2011:4).

Tujuan dasar UU No. 16/2001 adalah untuk mempromosikan transparansi dan

akuntabilitas dalam yayasan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, tetap saja tidak

sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yayasan

telah digunakan untuk menampung kekayaan secara ilegal. Namun, harus diakui juga

bahwa hukum ini dapat dianggap sebagai sebuah terobosan penting untuk

pemerintahan yang baik dari sektor nirlaba di Indonesia karena memberikan jaminan

dan kepastian hukum, serta dipulihkan yayasan yang berfungsi sebagai lembaga nirlaba

yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan berlakunya UU
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No. 16/2001, sejumlah LSM, khususnya organisasi yang aktif dalam gerakan sosial dan

memiliki basis luas, mempertimbangkan kembali status hukum mereka, yaitu apakah

akan tetap berstatus sebagai yayasan atau menjadi sebuah perkumpulan (Putra,

2012:3).

Di Indonesia banyak LSM yang berbadan hukum yayasan. Dalam

Undang-Undang RI No. 28 tahun 2004 mengenai yayasan, yayasan diwajibkan

menyusun laporan tahunan. Laporan tahunan terdiri dari dua komponen, yaitu laporan

kegiatan dan laporan keuangan. Yayasan yang memperoleh bantuan lima ratus juta

lebih atau mempunyai kekayaan di luar harta kekayaan wakaf sebesar dua puluh miliar

atau lebih wajib diaudit oleh akuntan publik dan mengumumkannya dalam surat kabar

harian. Kewajiban hukum tersebut lebih menegaskan lagi adanya kebutuhan

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang

berlaku untuk organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan (Penabulu, 2011:4).

Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba telah diakomodasi oleh Ikatan

Akuntansi Indonesia, dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK ) Ikatan Akuntan Indonesia No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi

nirlaba. PSAK tersebut disahkan 23 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif 1 Januari

2000. Terbitnya PSAK No. 45 tersebut mengandung konsekuensi penerapannya dalam

proses penyusunan laporan keuangan bagi seluruh LSM di Indonesia (Penabulu,

2011:4).

Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia telah meluncurkan Standar Akuntansi

ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dengan acara Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar

Standar Akuntansi Indonesia yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan

Akuntan Indonesia. Nama standar ini sedikit unik karena exposure drafnya diberi nama

Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Namun, mengingat definisi

UKM sendiri sering berubah, untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama

SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP adalah Standar Akuntansi

Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik yang telah disahkan oleh Dewan Standar

Akuntansi Keuangan pada 19 Mei 2009. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan

laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Karena adanya

perubahan approach dan basis pengakuan yang terdapat pada SAK Umum yang
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berbasis IFRS, organisasi nirlaba di Indonesia, secara umum direkomendasikan untuk

menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai

dengan PSAK 45 (Penabulu, 2012:1).

2.3 KARAKTERISTIK DAN SUMBER DANALSM

LSM memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis.

Karakteristik tersebut adalah sumber daya organisasi berasal dari penyumbang yang

tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding

dengan jumlah sumber daya yang diberikan, kemudian menghasilkan barang dan/atau

jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Kalau organisasi tersebut menghasilkan laba,

jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi serta

tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis. Artinya, kepemilikan dalam

organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan

tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi saat likuidasi

atau pembubaran entitas (Penabulu, 2011:3).

Selain karakteristik di atas, LSM dalam menjalankan tugasnya juga mempunyai

karakteristik tertentu. Karakteristik yang dimaksud di antaranya berhubungan dengan

eksistensi demokrasi di Indonesia, seperti berperan sebagai agen pembangunan bagi

masyarakat lokal saat masyarakat melakukan perbandingan dan brench mark dengan

reference group yang ada sehingga masyarakat tahu posisi mereka di mana, kemudian

LSM juga memberikan kontribusi kepada perubahan (Purnomo,2009:5).

Namun dalam hal keswadayaan, perbedaan utama dan mendasar terletak pada

cara LSM memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai

aktivitas operasinya. LSM memperoleh sumber dana dari sumbangan para penyumbang

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pengembalian manfaat ekonomi yang

sebanding, atau imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Dalam organisasi LSM,

karakteristik ini menimbulkan transaksi spesifik, misalnya transaksi penerimaan

sumbangan dari para anggota, lembaga-lembaga donor, atau pihak-pihak lain. Suatu

organisasi tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya

berupa dana. Menurut Salusu (1996) dalam Bastian (2007:39) menyatakan bahwa

“dana ini sangat diperlukan untuk membelanjai operasi-operasinya, pada dasarnya
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LSM merupakan organisasi non profit yang tidak terlibat dalam kegiatan mencari

keuntungan, sehingga pelaksanaan program suatu LSM sering bergantung pada dana

para donatur”. Sumber keuangan LSM berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah,

dermawan badan-badan sosial yang kuat, perusahaan swasta dan sumber lainnya

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari peranannya yang sangat besar dan dibandingkan dengan sumber

daya yang tersedia, peranan dana maupun tenaga profesional sesungguhnya kurang

seimbang. Hal inilah yang menyebabkan keterlibatan LSM dalam kegiatan mencari

laba. Dalam sejarah LSM, prilaku mencari laba selalu berjalan berdampingan dengan

prilaku tidak mencari laba, keduanya adalah alamiah dan diperlukan. Dengan kata

lain, dalam diri setiap LSM dikotomi dan sifat opportunistic profit-seeking (pencari

untung yang oportunistik), dan alruistic voluntarism (voluntarisme alruistik) sudah

mendarah daging sepanjang sejarah. Hanya dengan begitu organisasi LSM dapat hidup

dan mampu mempertahan dirinya secara sehat. Inilah salah satu keunikan dari LSM.

Seberpa jauh organiasi LSM dalam mencari laba, LSM tidak akan seperti organisasi

profit yang money- oriented. Namun, suatu organisasi LSM akan tetap

mempertahankan kekhasan organisasinya dan idealisme organisasi yang sudah

tertanam (Bastian 2007:40).

2.4 PENGERTIAN, TUJUAN DAN PENTINGNYA FUNDRAISING LSM

Setiap LSM perlu melakukan fundraising demi keberlanjutan organisasinya.

Menurut Child Helpline International (2006:3) “ Fundraising is the art of connecting to

people and organizations and mobilising them to suport your organization with money,

service goods, knowledge, time and moral support.”

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana

dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi,

perusahaan, maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Adapun kegiatan fundraising

saat ini harus ditangani dengan sangat serius oleh setiap LSM yang mengandalkan

berjalannya program dan operasional lembaga dari dana masyarakat. Fundraising akan

sangat mempengaruhi maju mundurnya LSM. Ketika dana yang dihimpun dari

masyarakat semakin menipis, bahkan akhirnya habis, eksistensi lembaga juga dalam
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posisi terancam (Juwaini, 2005:1).

Yusuf dan Syahiru (2008:1) menyatakan bahwa “Fundraising adalah usaha

untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang ada, baik itu dari luar maupun

dari dalam”. Usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan dana berasal dari berbagai

sumber yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan dana yang diharapkan, baik dari

dalam maupun dari luar agar terealisasinya program-program dan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Semua itu dilakukan untuk kepentingan, kemajuan dan

kesejahteraaan bersama.

Pekerjaan atau aktivitas fundraising bukanlah pekerjaan mudah. Begitu yang

disampaikan oleh beberapa aktivis atau pegiat sosial di lembaga nirlaba. Penggalangan

dana (fundraising) sebagaimana Anda ketahui adalah aktivitas proaktif dan

meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, juga pertemanan dan

kepercayaan. Keanggotaan adalah upaya penggalangan dana dengan cara merekrut

individu atau kelompok menjadi donatur tetap, anggota lembaga atau partisipan

program. Strategi fundraising dengan sistem keanggotaan umumnya dilakukan oleh

lembaga yang mempunyai basis anggota atau mengandalkan donor individual/lembaga

sebagai pendukung pendanaannya (Setiawan, 2006:1).

Menurut Suparman (2009:4), “Fundraising tidak identik hanya dengan uang

semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi

eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karena itu, tidak begitu mudah untuk

memahami ruang lingkup fundraising”.

Tujuan fundraising adalah untuk menghimpun dana. Tujuan ini merupakan

tujuan fundraising yang paling mendasar. Pengertian dana yang disebutkan pada

tujuan fundraising tersebut adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.

Dikatakan demikian karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan

dana, maka tidak ada sumber daya. Akibatnya, lembaga akan kehilangan kemampuan

untuk terus menjaga kelangsungan programnya sehingga pada akhirnya lembaga

melemah. Untuk menghimpun dana, tentu saja diperlukan banyak donator. Untuk

mencapai tujuan ini, mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus

berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah pemberi dana

dan pengelola dana (Suparman, 2009:1).
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Kemudian, tujuan lain dari fundraising adalah meningkatkan atau membangun

citra lembaga, menghimpun simpatisan atau relasi dan pendukung, meningkatkan

kepuasan donatur, serta memuaskan pemberi dana. Tujuan ini adalah tujuan yang

tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya

secara teknis dilakukan sehari-hari karena kepuasan pemberi dana akan berpengaruh

terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan

mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan

menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain

(Juwaini, 2005:2).

Menurut Child Helpline International (2006:3)“ Fundraising is important

because it generates a structural income and provides additional cashflow, generates

communication with stakeholders, Supports other forms of financing”. Dari

pernyaataan di atas, fundraising merupakan komponen yang sangat penting dalam

keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Selanjutnya, Norton (2002:1) berpendapat

bahwa yang membuat fundraising penting adalah untuk keberlangsungan hidup yaitu

semua organisasi memerlukan uang untuk dapat berlanjut dan beraktivitas. Kemudian

perluasan dan pengembangan, mengurangi ketergantungan,membangun konstituen,

dan menciptakan organisasi yang giat dan berkesinambungan yaitu kondisi ini

diperlukan untuk keberadaan organisasi di masa mendatang. Ada banyak cara pula

untuk mencapai ini seperti melibatkan orang-orang yang mendukung anda selama ini

dalam organisasi, melakukan kegiatan fundraising berkala, menanamkan aset,

menciptakan skema pemasukan income bagi organisasi.

Paige, Patricia, dan Pedro (2006) mengatakan “pentingnya strategi fundraising

adalah dalam memajukan serta membuat keberlanjutan secara eksistensi lembaga.

Dengan strategi fundraising yang direncanakan secara matang, lembaga ini dapat

menjalankan misinya, membawa perubahan bagi kepentingan publik. Hal penting harus

diperhatikan adalah fundraising perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh secara

sistematis untuk kepentingan jangka panjang”.

Berbicara kreativitas, imajinasi dan inovasi merupakan elemen penting dalam

setiap usaha fundraising. Keragaman yang terdapat di dalam berbagai usaha

fundraising yang dilakukan oleh organisasi menunjukkan eksistensi ketiga elemen
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tersebut. Santoso (2011:2) menyatakan bahwa “bagi organisasi akar rumput, salah satu

usaha yang dapat dilakukan dalam fundraising adalah bekerja sama dengan masyarakat

akar rumput yang menjadi mitra kerja dan atau yang menjadi masyarakat dampingan

mereka. Grassroots fundraising di sini mengacu kepada berbagai cara yang dapat

dilakukan oleh LSM dalam menggalang dana dari dalam komunitas lokalnya”.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, fundraising membutuhkan strategi

dan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, langkah awal organisasi saat melakukan

fundraising harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah

berikutnya.

Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan fundraising adalah

memahami kebutuhan atau apa yang menjadi tujuan dari organisasi (the needs/case for

support). Kebutuhan organisasi ini dapat dilihat dari apa yang menjadi visi dan misi

organisasi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang dapat

mendukung penggalangan dana tersebut. Sumber daya yang dimaksud di sini bisa

dalam bentuk finansial dan nonfinansial. Usahakan semaksimal mungkin untuk

memasukkan berbagai sumber daya yang dapat mendukung fundraising bagi organisasi

di dalam daftar identifikasi tersebut.

Dari segi finansial, organisasi dapat memperoleh sumber daya dari para donatur

yang sudah pernah diajak bekerja sama, dan dari donatur baru yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi. Donatur ini bisa secara individu (sumbangan, iuran keanggotaan,

hasil penjualan barang atau jasa) dan secara kelembagaan (sumbangan, dana hibah).

Dari segi nonfinansial dapat diidentifikasi donatur mana yang dapat menyumbangkan

tenaga, waktu, keahlian, dan suara mereka untuk organisasi. Dalam proses identifikasi

sumber daya ini, organisasi juga perlu melihat sumber daya mana yang dapat

memberikan dukungan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan mana yang dapat

memberikan dukungan hanya dalam jangka waktu yang singkat (Susanti, 2007:3).

Langkah selanjutnya dalam fundraising adalah menentukan strategi atau teknik

yang digunakan dalam fundraising. Ada dua hal yang dapat dilakukan sebelum

menentukan strategi atau teknik yang akan digunakan. Pertama, dengan melakukan

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Melalui analisis

SWOT ini, organisasi diharapkan mampu membuat strategi penggalangan dana yang
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dibangun berdasarkan kekuatan (strengths) yang dimiliki oleh organisasi, menghindari

wilayah yang menjadi kelemahan dari organisasi atau berusaha untuk mengatasi

kelemahan tersebut, melihat berbagai kesempatan yang ada di depan mata dan

mengembangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman yang ada. Kedua, melakukan

analisis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi (stakeholder

analysis). Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi donatur mana saja yang

mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan organisasi dan apa yang menjadi alasan

ketertarikan mereka. Proses identifikasi ini merupakan langkah yang baik untuk

organisasi dalam pengembangan hubungan kerja sama dengan para donatur ke depan.

Terakhir, jangan lupa untuk melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala terhadap

usaha penggalangan yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena dapat

memberikan masukan kepada organisasi apakah kegiatan penggalangan dana yang

selama ini dilakukan sudah efektif atau tidak. Kelemahan, hambatan, dan masalah

dalam penggalangan dana dapat diidentifikasi melalui mekanisme kontrol dan evaluasi

ini. Bagi para donatur, mekanisme ini juga dapat menunjukkan akuntabilitas organisasi

terhadap donasi dan dukungan yang telah mereka berikan (Susanti, 2007:5).

Salah satu strategi yang digunakan dalam fundraising sosial adalah media

campaign (kampanye lewat media). Strategi ini dilakukan salah satunya dengan cara

berkampanye untuk menggalang dana masyarakat lewat media massa. Walau terbilang

efektif, tidak banyak LSM atau organisasi sosial Indonesia yang melakukannya.

Mereka beralasan strategi ini memerlukan biaya yang sangat besar dan hanya

dilakukan oleh LSM yang memiliki media atau punya keterkaitan dan kedekatan

dengan media. Namun, ada juga LSM yang tidak memiliki keterkaitan dengan media,

tetapi melakukan strategi ini. Hanya saja, media yang digunakan sifatnya masih intern

atau kecil seperti koran dan radio (Yusuf dan Syahiru, 2008:4).

Strategi lainnya yang dapat dilakukan LSM adalah menerapkan strategi direct

fundraising. Strategi ini dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung

dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya.

Strategi direct fundraising ini dilakukan agar dapat mewujudkan donasi masyarakat

seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut (Dhuafa, 2011).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan
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bahwa fundraising adalah tulang punggung kegiatan LSM dalam menggali

pendanaan. Strategi fundraising dalam organisasi merupakan sebuah alat analisis untuk

mengenali sumber pendanaan yang potensial. Selain itu, metode fundraising adalah

dengan mengevaluasi kemampuan organisasi.

2.5 FENOMENAFUNDRAISING LSM

Menurut Fakih (2000) LSM mengalami ketergantungan yang cukup kuat terhadap

lembaga donor. Sebagaimana diketahui bahwa sejak kemunculannya pada awal 1970,

LSM sangat tergantung pada hibah dari berbagai lembaga donor internasional, seperti

USAID, FNS, dan NOVIB. Selain itu, dalam beberapa kegiatan, LSM juga menerima

bantuan dana dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Asian

Development Bank. Dana yang diterima oleh LSM ada yang bersifat hibah, ada pula

yang bersifat utang negara.

Apa pun bentuk dana bantuan, baik hibah maupun utang negara, semuanya

banyak menimbulkan persoalan, yaitu ketergantungan organisasi terhadap dana

bantuan tersebut. Di awal 1970 hingga saat ini, hibah luar negeri mengalir deras

sehingga oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sumber daya yang mudah

didapatkan (easy money). Akibatnya, para pengurus LSM terbiasa menggantungkan

seluruh kegiatan yang dilakukan pada hibah luar negeri. Padahal belajar dari berbagai

pengalaman pendanaan yang bersumber dari hibah luar negeri tidak dapat diandalkan

keberlanjutannya. Persoalan lainnya adalah dana asing tidak membuat organisasi lokal

dapat melakukan program sesuai dengan kebutuhan spesifik. Selama ini yang terjadi

adalah organisasi lokal selalu mengikuti arah keinginan pemberi dana atau donor

driven (Uhlin, 1997).

Perkembangan kondisi organisasi donor sekarang lebih tertarik untuk bekerja

sama dengan organisasi yang dianggapnya sehat. Kemudian, pihak organisasi donor

juga memberikan persyaratan dari setiap hibah yang diberikan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya, baik dari pelaksanaan program

maupun keuangan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang

merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang

dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam

organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses
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akuntansi yang melaporkan hingga kepada bagaimana baiknya manajer pusat

pertanggungjawaban dapat mengelola pekerjaan yang langsung di bawah

pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya, atau suatu sistem yang

mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut

Mowen (2005:116) dalam Apriliantono (2011), akuntansi pertanggungjawaban adalah

sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat

pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk

mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.

Kemudian, Sukma (2012) menyatakan bahwa penyaluran dana kepada suatu

organisasi tidak hanya sebatas memberi uang kepada orang pertama dengan maksud

baik mengetuk pintunya. Seperti halnya investor yang memeriksa kondisi suatu

perusahaan, struktur organisasi, beserta riwayatnya, demikian pula donor harus

memeriksa dengan saksama organisasi yang meminta bantuan dana kepadanya. Hal

senada juga diungkapkan oleh Doyle (2010:22) yang menyatakan bahwa ketika

lembaga donor ingin memutuskan kerja sama dengan organisasi, pihak donor

melakukan pengujian prinsip-prinsip, nilai-nilai, kepentingan, tujuan dan misi

organisasi, mengenal lebih jauh organisasi tersebut, yaitu mengenali orang-orang yang

tergabung dalam organisasi tersebut dan memastikan bahwa mereka semua adalah

orang-orang yang dapat dipercayai dan ingin memastikan bahwa mereka bisa

menggunakan dana yang diberikan dengan bijaksana. Kemudian, lembaga donor

mempelajari secara lebih mendalam riwayat dan capaian keberhasilan organisasi

tersebut dan juga mencari informasi lebih banyak tentang kesehatan keuangan

organisasi tersebut dan juga memastikan ke mana dana organisasi akan digunakan

2.6 PERANAN TRUST DAN FINANCIAL REPORTING TERHADAP

PENINGKATAN FUNDRAISING

Setiap organisasi LSM dalam melaksanakan kegiatannya harus mengarah pada

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan

dan yang dikelola harus sesuai dengan rencana, baik program maupun keuangan.

Pengelolaan kegiatan organisasi tersebut setelah selesai harus dipertanggungjawabkan,

baik kepada pihak pemberi dana maupun pihak yang berkepentingan terhadap

organisasi. Menurut Basri dan Nabiha (2010) menyatakan “LSM Sebagai lembaga
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filantropi, operasionalnya sangat tergantung pada kepercayaan publik karena sumber

utama dana mereka berasal dari dana masyarakat yaitu dalam bentuk sumbangan. Oleh

karena itu, mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas sumber dana yang

diterimanya”.

Para pemberi dana atau donor selalu mempelajari secara mendalam tentang

riwayat capaian keberhasilan organisasi serta reputasi organisasi dalam menggunakan

bantuan dana. Walaupun kecil dan hanya satu kali saja, sebuah bantuan bisa menjadi

awal dari suatu hubungan seumur hidup. Pada umumnya lembaga dana selalu mencari

informasi tentang kesehatan keuangan organisasi. Tentunya organisasi donor tidak

ingin memberi bantuan kepada organisasi yang akan bangkrut. Donor selalu memilih

organisasi yang transparan, bertanggung jawab dan juga selalu membuka informasi

pengelolaan keuangan kepada publik.

Dana diperlukan untuk menunjang dan membiayai program-program yang akan

dilakukan. Semakin besar jumlah dana yang berhasil dihimpun, akan semakin besar

pula peluang untuk membantu orang yang diberdayakan melalui program-program

yang dibuat oleh lembaga tersebut. Sebaliknya, semakin kecil dana yang dapat

dihimpun, semakin sedikit pula lembaga yang dikelola memberikan manfaat kepada

masyarakat luas. Oleh sebab itu, bagi fundraiser adalah kesempatan yang sangat

mulia untuk dapat berbuat banyak bagi pengembangan masyarakat. Cari peluang dan

kesempatan untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya agar program yang telah

direncanakan oleh lembaga dapat berjalan dengan baik. Mango (2006) menyatakan

“Pihak donor ingin agar LSM dapat menjelaskan kemampuan pengelolaan

keuangannya sebelum pemberian dana dilakukan sehingga financial report ini sangat

penting bagi donor. Biasanya financial report berisi perbandingan anggaran belanja

dengan keadaan yang sebenarnya, dan juga laporan naratif dari pelaksanaan kegiatan.

Apabila jumlah pendonor lebih dari satu, maka penting untuk membuat sistem

pelaporan supaya informasi yang dibutuhkan oleh pendonor dapat mudah diterima”.

Semakin banyak dana terhimpun akan semakin besar pula peluang lembaga

tersebut melanjutkan visi dan misinya di masa-masa mendatang. Penghimpunan dana

sebaiknya dilakukan tidak hanya bersifat sesaat atau jangka pendek, tetapi harus

berjangka panjang agar keberlangsungan program lembaga terus tumbuh dan
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berkembang. Hal ini sesuai dengan karakteristik LSM yang berbeda dengan organisasi

profit, terutama dalam tujuan yang hendak dicapai, perolehan sumber dana dan

pengguna laporan dan kepentingannya. Karena karakteristiknya berbeda, tentu saja

transaksi yang ada juga berbeda. Hal ini sesuai dengan teori dana oleh Hery (2009).

Konsep teori dana ini menyatakan “Pusat perhatian dari pencatatan akuntansi dan

penyajian laporan keuangan bukan pada pemilik dan entitas, melainkan pada

sekelompok aktiva yang penggunaannya telah dibatasi untuk membayar atau

memenuhi sejumlah kewajiban tertentu. Aktiva yang penggunaannya dibatasi ini

dinamakan sebagai fund, di mana masing-masing pos dana memiliki ketentuan dan

tujuan penggunaan yang berbeda”.

Dengan demikian, konsep teori ini menganggap bahwa entitas merupakan

sebuah unit dana yang kewajiban tertentu ditetapkan sebagai batasan-batasan terhadap

pengguna aktiva. Menurut konsep teori ini, persamaan akuntansi adalah aktiva sama

dengan pembatasan aktiva.

Dalam konsep teori ini, unit akuntansi didefinisikan sebagai aktiva (unit dana)

yang penggunaan atas aktiva ini sifatnya terbatas (tertentu). Kewajiban merupakan

suatu pembatas ekonomi secara hukum terhadap penggunaan aktiva. Konsep teori ini

berorientasi pada laporan sumber dana dan penggunaan dana, yaitu laporan yang

menggambarkan asal sumber dana diperoleh dan untuk apa saja dana dikeluarkan. Pada

umumnya, konsep teori ini diterapkan pada organisasi pemerintah atau organisasi yang

bukan pencari laba. Pengguna atas dana-dana tertentu terkendali sedemikian rupa

berdasarkan pada pos-pos pembiayaan yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Pada financial report LSM, persamaan dasar akuntansi berbeda dengan

organisai profit. Hal ini karena LSM tidak mengenal modal pemilik. Sumber harta

LSM berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya, persamaan akuntansi LSM

adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih. Setiap transaksi yang

terjadi di dalam organisasi akan selalu mempengaruhi sisi kiri dam sisi kanan dengan

jumlah yang sama sehingga persamaan tersebut akan terus berlaku. Seperti halnya

transaksi pada sebuah perusahaan, pada LSM juga terdapat transaksi yang berhubungan

dengan pendapatan dan beban organisasi. Selisih pendapatan dan beban ini merupakan

surplus atau defisit dari aktivitas organisasi LSM untuk periode tertentu. Surplus akan
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menambah aktiva bersih, sedangkan defisit akan mengurangi aktiva bersih.

Berdasarkan hal tersebut, transaksi pendapatan dan beban akan berpengaruh terhadap

aktiva bersih. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi dikembangkan menjadi

aktiva sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih ditambah pendapatan dan

dikurangi dengan beban (Penabulu, 2011).

Semakin banyak dana yang dapat dihimpun menunjukkan besarnya

kepercayaan para donatur ataupun pihak lain yang diajak kerja sama. Hal ini dapat

dijadikan alat untuk meyakinkan pihak luar bahwa lembaga tersebut adalah lembaga

kepercayaan masyarakat. Namun, dana yang sudah terhimpun harus segera

didistribusikan untuk program-program yang telah direncanakan. Jangan biarkan dana

tersebut menumpuk dalam rekening yang dimiliki, terlebih lagi dalam jumlah yang

cukup besar. Apalagi jika laporan posisi keuangan dilaporkan ke publik dalam bentuk

penerbitan. Jika donatur atau perusahaan yang menjadi donor melihat bahwa masih

banyak saldo di rekening, bisa timbul anggapan bahwa pengelola belum berbuat

sesuatu. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kredibilitas lembaga yang berujung

pada batalnya rencana donatur memberikannya donasinya.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan dibutuhkan untuk memberitahukan

kepada para donor bahwa dana mereka telah digunakan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Jadi, permohonan pendanaan awal dan syarat yang biasanya menyertai

persetujuan pencairan dana dan kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak harus

jelas. Apabila tidak, organisasi akan bekerja keras dalam kerutinan yang membosankan

setiap memerlukan sebuah laporan. Yang perlu dilakukan pada saat membuat laporan

untuk para donor adalah laporan dibuat tepat waktu, data-data yang ditulis akurat dan

sesuai dengan kenyataan, tidak menyembunyikan kekurangan atau kelebihan

pembelanjaan yang terjadi, dan selalu melapor kepada pendonor tentang

masalah-masalah yang mungkin terjadi.

Keuangan merupakan urat nadi organisasi karena tanpa dana (uang), program

tidak dapat dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi

harus selalu dijadikan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban,

penggalangan dana maupun keberlanjutan keuangan itu sendiri. Prinsip keterbukaan

dan akuntabilitas harus dibudayakan. Informasi keuangan yang bersifat terbuka, mudah
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diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir merupakan gambaran pengelolaan

keuangan yang ideal. Yayasan Tifa (2004) mengungkapkan bahwa “Pengelolaan

keuangan mengacu pada prinsip pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien,

efektif, dan akuntabel. Proses pengelolaan menganut prinsip keterbukaan dan

akuntabilitas. Tahapan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, pengawasan, pembuatan informasi, penggalangan dana, dan

keberlanjutan keuangan”.

Berdasarkan kutipan di atas, Yayasan Tifa juga menegaskan bahwa jika

pengelolaan keuangan sudah menerapkan prinsip yang disebutkan tadi, para donor

pasti akan lebih senang dan akan tertarik untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaan

program ke depannya. Hal ini karena akuntabilitas berarti tanggung jawab organisasi

terhadap seluruh aktivitas dan pengelolaan sumber daya kepada stakeholder sesuai

dengan visi-misinya. Akuntabilitas LSM menyangkut berbagai aspek, misalnya soal

kepercayaan (trust), tanggung jawab dan partisipasi, demokrasi, kekuasaan,

keseimbangan kepentingan pribadi, pengendalian relasi, baik yang formal maupun

informal yang ada di tiap organisasi ataupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk

menilai pelaporan (reporting), pelibatan ( involving) dan cepat tanggap (responding)

sebagai wujud akuntabilitas LSM, perlu dilakukan pendekatan secara intensif dan

mendalam.

III. KESIMPULAN

Berbagai masalah atau isu tentang fundraising telah dibahas dalam rangka

peningkatan fundraising LSM dalam mendukung pendanaan organisasi. Dengan

demikian setiap LSM perlu melakukan strategi lebih jitu untuk memanfaatkan

potensi fundraising, baik itu melalui anggota, kemitraan, perusahaan dan juga

pemerintah dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan organisasi, dan juga

disesuaikan dengan mandat organisasi. LSM harus lebih transparan dalam

pengelolaan dana terutama pada pelaporan keuangan, karena hal ini akan berpengaruh

pada trust para donor yang akan memberikan dampak pada peningkatan fundraising.

LSM juga harus memiliki konsep masterplan fundraising yang mencerminkan

kemandirian serta kemampuan lembaga untuk bertahan. Selain dari pada itu harus
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